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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi
kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi
kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pengawasan
pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

. bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Spil, perlu didukung sesua ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang
efektif dan efisien;
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Mengingat:

M enetapkan:

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Mangemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawal
Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah aa negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyidik adalah Pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.
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Penyidik Pegawa Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinas dan pengawasan
Penyidik Polri.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mangemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak
pidana oleh PPNS secara terencana, teroganisir, terkendali, dan
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara
struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak
pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

Tindak Pidana adalah setigp perbuatan yang diancam hukuman sebagal
tindak pidana atau pelanggaran hukum bak yang disebut dalam KUHP
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian
tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagal tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saks adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.

Keterangan saks adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengena suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ialihat sendiri dan iaaami sendiri dengan menyebut alasan
dari pengetahuannyaitu.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
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Petunjuk adalah perbuatan, kgadian aau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya.

Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat
oleh pgabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat
atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewagjiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana

Laporan Kgadian adalah Iaporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang
adanya suatu peristiwa yang diduga sebaga tindak pidana, baik yang
ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewgjiban berdasarkan undang-undang.

Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah bebergpa saat
setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat
kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil
tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidanaitu.

Tempat Kgadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat
dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain,
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan
dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau
tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana
yang terjadi berdasarkan laporan kg adian.

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, keelasan,
dan keidentikan tersangka, saks ahli dan/atau barang bukti maupun tentang
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unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau
peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut
menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat
cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu
oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu
terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau
rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang
bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan
pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan
tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.

Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan
pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang
diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Administrasi  Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam
penatausahaan untuk melengkapi administras yang diperlukan dalam
proses penyidikan.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan peraturan ini, melipuiti:

a

legalitas, yaitu setigp kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan
koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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